SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il

KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN_DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR & TaHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

_ ~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
A8, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbéng I a. bahwa  dengan telah ditetapkannya KXeputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahﬁn 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retri-
busi Daerah Tingkat I dan Dasrah Tingkat iI,
maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meru-
pakan jenis Retribusi Dasrah Tingkat II :

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana di-
maksud pada huruf a, perlu diatur dengan

Feraturan Daerah. .

0k Mengingat I B Undang-phdang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling-

kungan Propinsi Jawa Timur ; ' '

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang

Panitia Urusan Piutang Megara {(Lembaran Naegara

Tahun 1980 Nomor 156, Tambahzan Lembaran Negara
Nomor 2104) :

. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974'£entang

A

Pokok-pokok  emsirintahan Di Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1974 NQmDP.SB, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) : .
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) :
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8 Tahun 1997 tentang i’

fren

Undang ~ undang  Nomor
Pajak Dasrah dan Retribusi paerah (Lembaran
Nsgara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Cembaran
Negara Nomor 3685) -

Peraturan Pemerintah NOmor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang—undang Nomor =2
Tahun 19831 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar-
an Negara Tshun 1983 Nomor 3&, Tambahan Lemba-
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ran Megara Nom 3
Peraturan Pemsrintah Nomor 20 Tahun 1997 ten~-

tang Retribusi Daarah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2592

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penvidik Fegawai Negeri Sipil di
Lingkungan “emerintah Dasrah s

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993  tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Dasrah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Proseduyr Pangesahan Paratur
an Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daarah :

Keputusan Mentsri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Raetribusi Daerah :

Keputusan Menteri Dalanm Nageri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Femeriksaan di Bidang
Retribusi Dasrah s

Keputusan Menteri Dalam Megari Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenié—jsnis

‘Retribusi Daerah Tingksat I dan Daerah
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RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
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KETEMTUAN UMUM
Passl 1

Dalam Peraturan Dasrah ini yang dimaksuc dengan :
; 2

erah Tingkat II

Pemzrintah Kabupaten

i : 5
Kepala Daerah, adalah Bupati ¥epala Daerah

Pajabat, adalah pegawali yang diberi tugas ter-
tentu dibidang retribusi =rah ssSsual dendgan

el
i
D

peratur an perundang-undangan yang bariaku
Badan, adalah suatu bentuk badan usaha vang
meliputi Persercan Terbatas, Perserocan Koman—
diter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Nmgarzs atau Dasran dengan nama  dan bantuk
apapun, persskutuan, parkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pansiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk bacdan usaha lainnya ;
Retribusi perizinan tertentu adalah, retribusi
atas kagiatan tertentu Pemarintah Dasrah dalam
rangka pemberian izin kepada ocrang pribadi
sztau badan vang dimaksuakan unfuk pembinaan,
paengaturan, nangendal ian dan  pengawasan atas
ruang, penggunaan sumber
prasarana, Sarana dan
melindungi kepentingan

tarian lingkungan

—

kaegiatan psma

Fedyn M adalah izin vyang
diberika rah k@pada orang
pribadi rikan suatu
bangunan asain, pelak-
sanaan s sgsual dengan
rencana tata 2138 ng berlasku, sesual dangan
“oefisien Dasar Bangunan {(KDBj HosfTisien Luas
Bangunan sien Ketinggian Bangunan
{(KXB)} vang ditetapkan dan a@sual dengan

syarat-syarat kesslamatan bagl yang manempatil
bangunan tarsebut ;
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dasar bangunan dengan 1luso

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan vang sslan-—

Jutnva disebut

atas pambsrian
Pemerintah Dasrah Lkenads arang pribadi
badan, termasuk merubah banaunan %
pribadi stau
pErundang-

tuk “ulakukan

flasa Resir

tentuy yvang
retribusi untuylk

bangunan ;

Bangunan, adalah =ogzls  SerTs

Dangunan

meliputi bangunan tidak
bartingkat, pagar, DEnanan

tanah, penjemuran, emnla-

gemen, ha

Kap;

Mendirikan Bangunan, adalah pakerjaan mangada-
kan bangunan seluruhnya atau smopagian bermasuk
pekariaaan menggali, menimbun atau ratakan

tanah vang bsrhubungan dengan pekarjaan menga-
dakan bangunan :

ovekerjaan mengganti

Marubah Bangunan,

yang ada, Ltermasuk

cernubungan dangan

pekerjaan mengganti bagian bangunan terssbut ;

riz  khaval yang di-

Jar dengan as

vEnT marupakan

pakarangan

dibangun

vang boleh odan

_.lr.’r"gu e &

Koefisien

pokok atas oDerbs

Koefisien Lantai BSapooe witlak h??iﬁgan
antsrs 3 luas

pokek atas perbandinc

lantai bangunan dengan luas kavling 3/ makarang~

ang



q. Koesfisien Bangunan, adalah tinggi bangunan di-

o

ukur dari permukaan tanah sampai dengan tititk
teratas darili bangunan terssebut
r. Surat Ketetapan Retribusi Daesrah yvang sslanjut
nya disingkat SKRD, adalah 2urat Xetetapan
vang menentukan besarnya jumlah retribusi vang
terutang ;
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjut-
nya disingkat STRD, adalah Surat untuk melaku-

(E]

kan tagihan retribusi dan atau sanksi adminis-—
trasi berupa bunga dan atau denda :
t. Pemeriksaan, adalah saerangkaian kegiatan untuk

mencari, mengumpulkan dan mangolah data dan

Jet

atau keterangan lainnva dalam rangka pangawas—
—_— an kspatuhan pemenuhan kewajiban rstribusi

n perundang - undangan

i

bardasarkan psratur

retribu

{51

1 daerah
)

n Tindak Pidanz dibidang retribusi,

oy

u. Penyidika
adalah serangkaian tindakan vyang dilakukan
oleh Penvidik Pegawai Negsri Sipil vang selan-
jutnva dissbut Penvidik, untuk mencari ssarta
mangumpulkan bukti vyang dengan bukiti itu mem-
buat terang tindak pidana di bidang retribusi

vang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BaB II
NaMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
P o
: Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan
“Bangunan dipungult Retribusi sebagal pembayaran
-'II - -
atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

e |
Pasai 32

{1) Obvyek Retribusi adalah pembesrian Izin Men-

dirikan Bangunan ;

Tidak termasuk obysk reitribusi adalah pembe-

~
)
o

rian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerin-

tah Dasrah dan Pemerintan Pusat.
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Pasal 4

Subyek Retribusi adalzh arsng pribadi atav
~badan yang -memparglek Izip Mendirikan Bangunan.

BEAaAB III
GOLONGAN RETRIBUST
Pasal &5

Ratribusi Izin Mendirilkzr Bangungn  oi—

golongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

8 A8 IV

CARA MENGUKXKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

N Pasal %
\'W
{1) Tingkat pDENggUNnaan jasa Izin Mandirikan
Bangunan diukur dengan runmus yvang didasarkan _
atas faktor luas 1lantai bangunan, Jjumlah
tingkat bangunan, dan rancana penggunaan
bangunan ;
{2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan bobot (koefisien) ;
(3} Besarnya kosfisien sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan sebagali berikut ;
3. KoefTisien Luas Bangunan
Vo
_— . _
NO LUAS BANGUMAM KOEFISIEN
1 { Bangunan dengan luas s/d 100 Hg 1,00
2 | Bangunan dengan luas s/d 250 M 1,50
%z | Rangunan dengan luas s/d 500 ME 2,50
4 | Bangunan dengan luas s/d 1000 Mg 3,50
5 | Rangunan dengan luas s/d 2000 M. 4,00
£ | Bangunan dengan luas s/d 3000 H; 4,50
7 Rangunan dengan luas »? Z000 M 5,00

h, Keefisien Tingkat Bangunan

MO TINGEAT BANGUMAN KOEFISIEN
i Rangunan 1 lantai 1,00

2 Bangunan 2 lantal 1,50

3 Bangunan 3 lantal 2,50

4 | Bangunan 4 lantal 3,00

5 | Bangunan 5 lantai keatas 4,00
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c. Koefisien Guna Bangunan

NO GUNA BaNGUNAN KOEFISIEN
1 Bangunan sosial 0,50
z Bangunan perumanan 1,00
3 | Bangunan fasilitas umum 1,00
4 Bangunan pendidikan 1,00
5 | Bangunan Kelembagaan / Kantor 1,50
& | Bangunan perdagangan <dan jasa z2,00
7 | Bangunan industri Z,00
a8 Bangunan Khusus 2,50
2 Bangunan campuran Z:TH

10 | Bangunan lain-lain 3,00

{4) Tingkat penggunaan jasa dihitung ssbagal per-
kalian koefisien—koefisien .ssbagaimana di-
maksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan

huruf c.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk
manutup sebagian atau sama -dengan biaya

-

penyelenggaraan pemberian izin
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biava pengecekan dan pengukuran

lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi

dalam rangka pengawasan dan pengsndalian

BaB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk sstiap bangun-

an ;

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai-
mana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dengan Peratur-—

an Daerah ini ;
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(3) Setiap pembayaran retribus

bukti berupa plat nomor Izin Maendirikan
£

Bangunan yang bentuk dan warnanya d

J=4

oleh Kepala Daesrah ;
{4) Seluruh hasil psnerimaan retribusi merupakan
Pendapatan Dasrah yang harus di sstor ke Kas

-

Dasrah.

58 A4 B VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal ¢

Besarnya retribusi yang terutang dihitung

dengan cara msngalikan tarip retribusi sebagai-

mana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2) dengan
tingkat penggunaan Jjasa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 avat (4).

B aB VIII
WiLayaH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wila-

vah Daerah tempat Izin Mandirikan-Banguhan diberi

kan.
BaB IX
MASA RETRIBUSI DaN sSAAT RETRIBUSI
TERUTANG
Razzl 11
Masz retribusi adalah Jjangka waktu yang
lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain

alsh Kepala Dasrah.

sazt bterutangnya retribusi  adalah pada
sz3at diterbitkannya SXRD atau dokumen laln yang

diparsamakan.
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EAB X
TaTA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Psmungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

{2) Retribusi dipungut.  dengan manggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bag XI
SANKSI ADMINISTRASI
pasal 14

palam hal wajib retribusi tidak membayar
tepat pada waktunya atau kurang membayar, di
kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % {(dua peréen} setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagib dengan

menggunakan STRD.

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pazsal 15

{1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di-
lunasi sskaligus ;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 15 {(lima belas) hari sejak diter-
bitkannya SKRD atau dokumen lain yang diper-
Samakan, SKRDKBT dan STRD

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pem-
bayaran retribusi diatur dsngan Keputusan
Kepala Daerah;

B A B XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pazal 16
(1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan /Surat

lain vyang =ssjenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan oenagihan ratribusi dikeluarkan
segera sstelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

tempo pembayaran



{2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat 1lain
vang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya vang terutang :

{(3) Surat Teguran <sebagaimana dimaksud pada ayat

cleh pejabat vang ditunjuk.

{1} Xepala Daerah dapat membarikan pengurangan,
keringanan dan pambebasan retribusi

{(2) Pemberian psngurangan atau keringanan retri=-
busi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retri-
busi, antara lain untuk mengangsur

{(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain diberikan kepada

masyarakat yvang tidak mampu, ditimpa bencana

alam dan atau keruslihan ;
{(4) Tata cara pesngurangan, kseringanan dan pem—
baebhasan retribusi ditetapkan oleh Kepala

BAB XY
KEDALUWARSA PENAGIHAN

{1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, ke-
daluwarsa setelan malampaul Jjangka waktu 3
{tiga) tahun terhitung sejak saat tarutangnya

busi, Kescuzli apabila wajib retribusi

ydak pidana dibidang retribusi ;

i
(1) teErtangguh aoabila :

akuan utang retribusi  atau dari
waliib retribusi baik langsung maupun tidak
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B A B XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Wajib retribusi vang tidak melaksanakan ka—

#ajibannya sehingga merugikan keuangan daerah

diancam pidana kurungan paling lama & (enam)
bulan atau danda paling banvak 4 (empat) kali

jumlah retribuzi terutang :

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1)

.

adalah pe

5
i3

INggaran.

)
T
o

EVIT
Y I DI K aHN
Pasal 20

0
m
£

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diling-
kungan Pemerintah Daesrah diberi wewenang
xhusus =sbagai panyidik tuk  melakukan

envidikan tindak pidana dibidang retribusi

r:

i

daerah

Hewenang penylidik sebagaimana dimaksud pada

avat (1) adalah -

a. mensrima, mencari, mengumpulkan dan mansli
ti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi
caerah agar ketsrangan atau laporan ter*

sebut menjadi lengkap dan jelas;

ti, mencari dan mengumpulkan kete-
rangan menganal orang pribadi atau badan
tentang kebgnaran perbuatan vang dilakukan

tindak pidana retribusi

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sshubungan dengan
tindak pidana di bidang rstribusi daerah;

d. mameriksa buku - buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen laln vang bsrkenaan dengan

tindak pidana di bidang retribusi dasrah:
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

]

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumean lain sariz malakukan

penyltaan terhadap bahah bukti terssebutb;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana
di bidang retribusi daerah:

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang me-
ninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan meme-

riksa identitas orang dan atau dokumen

vang dibawa sabagaimana dimaksud pada

1 sesecrang  yang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi daerah :

angar ketsrangan-

]
il
&
o
©
o
o
=
oy
L
T
[oR

1. memanggil

nvya dan diperiksa sabagal tersangka atau

Cole

malakukan tindakan lain vang perlu untuk

-
5
Y

kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah menurut hukum yang

dapat dipertanggungiawabkan.

(3) Penyidik ssebagaimana dimaksud pada avat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyvampaikan hasil penyidikannya kepada
Panuntut Umum, sesual dengan Kketentuan vang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

A B XVITIL
KETENTUAN PENUTUR

Dangan berlakunya Peraturan Dasranh ini,
maka Psraturanp Dasrah Xabupatsn Dasrah Tingkat II
Kediri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Izin Mendirikan

Bangunan dinvatakan dicabut dan tidak berlaku



Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan
D al  pelaksanaannya

3
akan diatur lsbih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paeraturan Daerah ini mulai berlaku pada

Agar sstiap orang dapat mangaetahuinva,

memerintahkan pengundangan Psraturan Dasrah ini
da

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-
patan Daerah Tingkat II Kediri.
Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 1999
DEWAN PERBRAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
ABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI KEDIRTI
Ketua
TT, TTH.
HARSONO D, 8.IP H. SUPARYADI, S.IP

Hegeri Republik

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPURLIK INDONESIA
Direktorat Jendesral

amerintazhan Umum dan Ctonomi Dasrah

Direktur Pembinasan Pemerintahan Daerah

TT0.

Drs. K AU S AR A3.
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Diundangkan Dalam Lembaran Dasrah Rabupaten Dasrah

ingkat II Kediri Tanggal 7 Septembar 1999 Ssri B Nomor i0/B.

Ay

H
i

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
K EDIRTI
Sekretaris Wilayah/Dasrah

TTD.
Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

Disalin sesual dengan aslinva
Yang mengambil salinan
A.nr. BUPATI KEPALA DAERAHM TINGKAT II

_;*Hilayah/Daerah
i

¥

\_. % __." :;.
D:&m SAPART RANUWIDIATA, MSc.
\\ “ }‘ 'l'.- b—//
Paembina--Tingkat I

NIRP. 010 082 718
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fFPENJELASAN
AT AS
FPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEDIRI
NOMOR & TaAWUN 1999

TENTANGEG
RETRIBUST IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Sssuai dengan perkembangan sosial ekonomli masyara-
kat dewasa ini, maka Peraturan Dasrah Xabupaten Dasrah
Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Izin Mendiri-
kan Bangunan dipandang sudah tidak sesuai lagl dengan
perkembangan dewasa ini.

Dengan berlakunva Undang~undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak-—
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam
Negari Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-jenis Retribusi Dasrah Tingkat I dan Daerah Tingkat
11, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan di-
sesuaikan.

gzhubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
mengatur kemball retribusi Izin HMendirikan Bangunan yang
ditetapkan dalam Peraturan Dasrah baru.

Guna lebih mendukung kelancaran pelaksanaan Peratur
an Daasrzh ini, maka perlu diberikan biaya operasional
untuk pengadaan formulir perizinan besarta lampirannya dan
pengawaSan sebesar 10 %  (sepuluh persen) dari Jjumlah

retribuzi pensrimaan, yang pelaksanaannya akan ditetapkan

dangan Keputusan Kepala Dasran.

pasal 3 avat (1) - Pambasrian Izin Mendirikan Bangun=—
an meliputi :
- Bangunan yvang akan dibangun;
- Bangunan vyang telah dibangun
sebalum Peraturan Daarah 1ini

barlaku.



Pasal 3 ayat (2> I Cukup jelas.

sampai dengan pss3l 8

ayat (2) dan (4)

ayat (3) = Yaﬁg-dimaksudadenganxplat nomor
IMB adalah tanda bukti yang di-
berikan kepada wajib retribusi
vané telah mensrima Surat Ksputus

an IME dan telah malunasi Retri-

Pasal 9 sampai dengan Cukup Jelas.
Pasal 17 ayat (2>

—

& ayvat (3) I Yang dimaksud dengan masyarakat
tidak mampu adalah masyarakat
vang memiliki bangunan rumah
kediaman dengan kriteria RS, RSs,
Typs 21 s/d 45 untuk bangunan
Perumnas dan bangunan KPR BTN dan
bangunan rumah psndudulk .

ayat (4) I Cukup Jelas.
Pasal 18 sampai dengan : Cukup Jelas.
Pasal 23
—
L 8
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAN TINGKAT I KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 1999
TANGGAL : 320 JaNUeRT 1999

™

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

fi. BANGUNAN RUMAH XEDIAHAN DAM GUNA UsaHa.

RELAS JALAN [JENIS PENGGUNAGN BANGUNAN |JENIS MATERIAL|G1avA T1ap 12 BIAYA HINTMUK
BANGUNAN | BANGUNAN (RP) ( RP )
1 2 3 4 5
I | RUMAH KEDIAMAN UTAMA 2.200,- 150.000,- [~
JALAN  BINA- CAMPURAN 1.560,- | ~-90.000. -
HARGA SEDERHANA. 1.200,- £0.000, -
RUMAH KEDIAMAN- BERTINGKAT|a. UTAMA 3.500, - 225.000, -
b. CAMPURAN 3.200, - 203000, -
o. SEDERHANA |  2.500,- 180.000., -
GUNA USAHA a. UTAMA 2.500, - 180.000, -
b. CAMPURAN 1.600,- | 105000, -
C. SEDERHANA 1.300 - 72.000. -
GUNA USAHA BERTINGKAT  [a. UTaMa
b. CAMPURAN
C. SEDERHANA
11 RUMAH KEDIAMAN a. UTAMA 1.600,- 105.000, -
JALAN PUD b. CAMPURAN 1.200,- 60000, -
! C. SEDERHANA 1.000. - 41.000, ~
; RUMAH KEDTAMAN BERTINGKAT|a. UTAMA 3.200,- 203.000,
f . b. CAPURAN 2.900, - 180.000 -
{ c. SEDERHANA 2.600. - 158.000 -
GUNA USAHA a. UTAMA 1.900, - 120.000, -
b. CAMPURAN 1.400.- 75.000, -
C. SEDERHANA 1.160, - 53.000, -
GUNA USAHA BERTINGKAT s uTHA 3.800, - 248.000, -
b. CAMPURAN 3.500,- 225.000. -
c ’ 3.200,- 203.000, -
II1 A | RUMAH KEDTAMAN e | 2.400,- | 68.000,-
JALAN PUD b. 1.100.~ 43.000. -
&, 260, - 36.000, -
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GUNA U3aHA a. UTama 1,600, 95.000,~
h. CAHPURAN 1.200,- 60.000,-
jC- SEDERHAMA 1.04G0,~ 38,0600, -
GUNA USaHA BERTINGKAT a. UTaMa &.500,~- 225.000,~
b. CAMPURAN %.200,- 203000,
c. SEDERHANA 2.900,- 180.000, -
i
III B RUMAH KEDIAMAN ?a. UTAHA 1.300,- 72.000,~
JaLaN ASPAL b. - CAMPURAN - 1.000,- 41.000,-
PUD ¢. SEDERHANA 800, - 26.000,-
RuUMAH KEDTAMAN BERTINGKAT a. UTAMA Z.600,- 158.000,-
b. CAMPURAN 2.306,- 135,000,
c. SEDERHAHA 2.000,~ 113.600,~
GUHA U3aHS a. UTAKA 1.400,- 80.000,~
th. CAHPURAN 1.100,- 53,000,
C. SEDERRAMA 200,~ 30.000,-
GUMA USAHS BERTINGKAT £ 3.200,- 203.000,-
b 2.900,- 180.000,~
i 2.600,- 158.060,-
& 4 RUMAH XEDIAMAN #_ UTAMA 1.200,~ 40.000,-
JALAN ASPAL bH. CAHMPURAN F00, = 39.000,~
OE84 . SEDERHAHA 800,- 24.000,-
RUMAH KEGTAMAN BERTINGRAT a. UTAHMA 2.300,~ 125,000,
b. CAHPURAHN 2.000,~ 115,000~
. SEDERHANA 1.700,- 20.000,-
GUMA USaHA a. UTAMA 1,300~ 71,0006,
b. CAHPURAN l.1g@,.= 50.0604G, -
€. SEDERHANA 200, - 30.009, -
GUNA USAHA BERTINGKAT a. UTaMa 2.900,- 180000,
h. CAMPURAN 2.600,~ 158.000,~
Cc. SEDERHANA 2.300,~ 135.000,~
¥ RlHAH KEDIAMAN a. UTAMA 1:.100,~- 56.000,-
JALAN ASPAL b. CAMPURAH g00, 30.000,-
GANE DESA «. SEDERHAMA 8§00, 21.000,-
RUHAH XEDIAHMAN BERTINGKAT:z. UTaMa 2000, 113.000,-
b, CAMPURAH £.T00, = 20.000,-
. SEDERHARA 1.300,- £8.000,~
GUHA USAHA £ . 1.200,- £0.000,-
b. 1.000,~- 41.000, -
B 800, - 26.000,-
GUNG USAHA RERTINGEAT a. 2.600,~ 150.000,~
b 2.300,~ 135.000,~-
c. 2.000,~ 113.000,- .




1 2 3 4 f 5
VI RUMAH KEDIAMAN a. UTama . ! 45_000, - ;
JBLAN TAaNAH/ b. CaMPURA? 27.000, -
DESA c. SEDERKANA 19.600, -
RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT|a. UTaMA 1.700,~ ;
b. CAHPURAN 1,400, - f
©. SEDERHANA 1,100, ~
GUHA USAHA a. i
b 1
{ B
GUNA USAHA BERTINGKAT 2 2.300,- 135,000, -
b 2.000, - 113.000, -
c. 1.700,~ 90.000,-

LENGKAP BERUPA GOT/SALURAHN, PAGAR KELILING, GORONG-GORONG,
R, JEMBATAN, JaALA, ’

P MeBIAYA HINIMUM

5 JERIS BAMGUMAN JENIS MATERIALIBIA IA
PER METER (RP { RP )

i GOT/SALURAN RUMAH KEDIAMAN &. UTAHA
b. CAMPURAN
. SEDERHAHA
GOT/SALURAN GUNA USAHA a. UTaAHA 2.2645,~ 50.000,-
b. CAMPURAN 1.760,- 40000 -
c. SEDERHAMA 1.500,- 30000 -

|

40_000,
30.G00,
25.000,

- PAGAR/TEMEOK RUMAH KEDIAMAN

[ R - ]

GUNA USAHA a. 40.000,~-
h. 30.000,-
. . 25.000, -
4o GME RUHAH KEDIAMAN A 40.000, -
| 5. 30.000,~
! &, 25.000, -
i
: = 4G.000,-
; b 30.000,-
5 . 25.000, -
4 JaLAN A 200.000,-
- L vy 150090, -
5 o ANy nnr\ -
- K 200.000 -
4. | LANTAI JEMUR COR BETON 10
: BATYU PECAR 5
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7. UMTUK BANGUMNAN J4L4&M INPRES DI-
KENAKAN 50 %/M*
8. UHTUK BANGUMAN JEZMBATAMN INPRES
DIKENAKGN 50 3/M*
—
0. Untuk mendirikan cercbong asap/pip2 asap dihitung luas
dasar dikenakan retribusi Rp. 20.000,-/M" ;
1 D. Untuk penangkal petir menggunakan pasangan kawat diatas
bubung dikenakan retribusi Rp. 2.000,-/M° ;
Untuk penangkal petir dangan menggunakan -pasangan radio
aktip dikenakan retribusi Rp. 50.00C,-/per tiang ;
£. Untuk mendirikan towsr/menara air luas dasar dikenakan
retribusi Rp. 25.000,-/M% ;
£. Untuk membuat Jembatan diksnakan retribusi - sabesar
Rp. 10.000,=-/M% ;
G. Untuk memperbaiki bangunan dikenakan tarip retribusi

sebessar 50 % dari tarif yvang berlaku :

1. Untuk izin bangunan pagar psngaman halaman depan dari
pasangan batu bata atau batu kali tinggli maksimal
1,00 meter dari permukaan jalan yang ada, selebihnya
harus memakai kawat berduri atau teralis besi;

7. unptuk izin bangunan pagar pengaman pekarangan samping
dan belakana dari pasangan batu bata atau batu kali
tiﬁggi maksimal 3,00 meter dari permukaan jalan yang
ada, sslebihnya harus memakal Kkawat berduri atau

terslis besi ;
= Untuk izin bangunan pagar pengaman halaman depan dari

n
= bhatu bata atau batu kali vang berlokasi di

L

pegunungan/tanah miring tinggi maksimal 1,00

pagar pengaman halaman samping

atau batu kali vang berlokasi

nogi maksimal

3,00 meter dari permukaan tanah yang zkan dibangun,
o

selebihnyva harus memakal pasangan kawat barduri atau




